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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh Penulis/Peneliti dalam BAB II, 

maka Penulis menyimpulkan bahwa:   

1. Tepat bagi pemerintah Indonesia untuk mewajibkan CSR. Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

Hal itu dikarenakan Pengaturan CSR memenuhi dasar pertimbangan yuridis, 

filosofis dan sosiologis (seperti: buruknya kondisi Masyarakat dan lingkungan 

di Indonesia, masih banyaknya dampak buruk yang dilakukan oleh Perseroan, 

dan tidak berjalannya inisiatif CSR secara sukarela ) 

2. Pelaksanaan CSR akan membuat Perseroan memperoleh keuntungan jangka 

panjang, disamping itu akan membantu Negara dalam meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan. Tapi pengaturan Corporate social Responsibility 

di dalam Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas masih memiliki banyak kelemahan dan 

kekurangan yaitu adanya inkonsistensi dan ketidakjelasan dalam pengaturan 

CSR, Serta belum dibuatnya Peraturan Pemerintah CSR terkait Pengaturan 

CSR dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Sehingga dengan adanya permasalah tersebut akan sulit 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Agar tujuan itu 

tercapai, kelemahan harus dipahami dan kekurangan harus dilengkapi. Untuk 

melengkapi kekurangan, pemerintah harus membuat Peraturan Pemerintah 
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yang setidaknya mengatur standarisasi CSR, Pelaporan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan, Lembaga yang menangani CSR dan mekanisme penjatuhan 

sanksi. 

B. Saran  

1. Penyusunan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Pelaksana, agar disesuaikan 

dengan konsep dan pemahaman CSR  dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas , supaya tidak ada reduksi makna CSR 

2. Pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai arti penting CSR bagi 

Pemerintah, Perusahaan, Masyarakat maupun Lingkungan. Sosialisasi harus 

sesuai konsep CSR, bukan mensosialisasikan konsep CSR hanya sebagai kegiatan 

Charity atau karikatif 

3. Agar di peroleh, konsep CSR yang diterima semua Pihak maka sesering mungkin 

diadakan Forum antara Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat.  

4. Pengaturan CSR tidak akan memiliki banyak arti, apabila tidak ada Penegakan 

hukum yang baik, untuk itu Pemerintah harus berupaya memperbaiki kinerja 

Aparat Penegak Hukum  
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